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TENTANG

PEDOMANPELAKSANAANREVIUATASDOKUMENPERENCANAAN
PEMBANGUNANDANANGGARANDAERAHTAHUNAN

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATITANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang .. a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018

tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan

Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan, dan

untuk menjamin kualitas perencanaan pembangunan

dan anggaran daerah tahunan, perlu dilaksanakan

reviu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah

Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

Mengingat

dimaksud dalam huruf a, perlu dibuat Pedoman

Pelaksanaan Reviu Atas' Dokumen Perencanaan

Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan di

Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung

Timur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur

ten tang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Dokumen

Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah

Tahunan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung
Jabung Timur.

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten
Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung
Jabung Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan

------------------------------------------~------------



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2000 ten tang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten

Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten

Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara

2014 Nomor 292,Republik Indonesia Tahun

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 ten tang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan



Menetapkan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun

2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan

Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun2019

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 447);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN

PELAKSANAANREVIU ATAS DOKUMENPERENCANAAN

PEMBANGUNANDANANGGARANDAERAHTAHUNAN.

BAB I

KETENTUANUMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai un sur

penyelenggara Pemerintahan daerah yang merrumpm
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah Otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan

DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Aparat Pengawas Intemal Pemerintah yang selanjutnya
disingkat APIPadalah inspektorat jenderal kementerian,
unit pengawasan Lembaga pemerintah nonkementerian,

inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah
kabupaterr/ kota.



6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung

Timur.

7. Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan

Anggaran Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu

kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut

telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar,

rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang

selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen

perencanaan daerah untuk periode 5 (lima)tahun.

g. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang

selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah

yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen

perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun

anggaran.

10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Perubahan

yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Perubahan yang selanjutnya disingkat RKPD

Perubahan adalah dokumen perencanaan daerah

perubahan pada periode tahun anggaran berjalan.

11. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah yang selanjutnya disingkat KUAadalah dokumen

yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan

pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk

periode 1 (satu) tahun.

12. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUPAadalah

dokumen yang memuat kebijakan perubahan bidang

pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta perubahan

asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang

selanjutnya disingkat PPASadalah program prioritas dan

patokan batas maksimal anggaran yang diberikan

kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai

acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran­

Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah.

14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan

yang selanjutnya disingkat PPAS Perubahan adalah

perubahan program prioritas dan patokan batas

maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat

Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam

penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat

daerah perubahan.

15. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPDadalah

dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi

program dan kegiatan Perangkat Daerah yang berisi

rencana pendapatan, rencana belanja program dan

kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan

sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah.

16. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Daerah Perubahan yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD

Perubahan adalah dokumen perencanaan dan

penganggaran yang berisi perubahan rencana

pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan

Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai

dasa rpenyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan

tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan

peraturan daerah.

18. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya

disingkat PKPT adalah rencana kerja kegiatan

pengawasan tahunan yang meliputi jerus kegiatan
pengawasan, obyek pengawasan, dan jadwal
pengawasan.

Pasal2
Tujuan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam
melaksanakan Reviu atas Dokumen Perencanaan



Pembangunan

meningkatkan

dan Anggaran

kualitas APBD

Daerah Tahunan untuk

dan/ atauPerubahan APBD

dengan memberikan keyakinan terbatas mengenaiakurasi,

keandalan dan keabsahannya.

BAB II

LINGKUPREVIU
Pasal3

(1) LingkupReviumeliputi:
a. RKPDdan perubahan RKPD;

h. Rencana kerja Perangkat Daerah dan Perubahan rencana
kerja Perangkat Daerah;

c.KUA,PPAS,Perubahan KUAdan Perubahan PPAS;dan
d. RKA-SKPDdan Perubahan RKA-SKPD.

(2) Reviu atas RKPD dan Perubahan RKPD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan
melakukan pengujian atas:
a. Kesesuaian informasidalam RKPDdan Perubahan RKPD

dengan informasidalam RPJMDdan Perubahan RPJMD;
dan

b. Kesesuaian perumusan dokumen perencanaan
pembangunan daerah dengan tata cara dan kaidah
perencanaan pembangunan.

(3) Reviuatas rencana kerja Perangkat Daerah dan Perubahan
rencana kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan melakukan
pengujianatas:

a. Kesesuaian informasi dalam rencana kerja Perangkat
Daerah dan Perubahan rencana kerja Perangkat Daerah
dengan informasi dalam RKPDdan Perubahan RKPD;
dan

b. Kesesuaian perumusan dokumen perencanaan
pembangunan daerah dengan tata cara dan kaidah
perencanaan pembangunan.

(4)Reviuatas KUA, PPAS, Perubahan KUA dan Perubahan

PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dilaksanakan dengan melakukan pengujian atas:



KUA dan Perubahan PPAS dengan informasi dalam

RKPDdan Perubahan RKPD;dan

b. Kesesuaian perumusan dokumen

anggaran daerah dengan tata cara

perencanaan anggaran.

perencanaan

dan kaidah

(5) Reviuatas RKA-SKPD dan Perubahan RKA-SKPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf d dilaksanakan
dengan melakukan pengujian atas:

a. Kesesuaian informasi dalam RKA-SKPDdan Perubahan
RKA-SKPD dengan informasi dalam KUA, PPAS,
Perubahan KUAdan Perubahan PPAS;dan

b. Kesesuaian perumusan dokumen perencanaan anggaran
daerah dengan tata caradan kaidah perencanaan
anggaran.

(6) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3),

ayat (4),dan ayat (5)tidak mencakup pengujian atas system
pengendalian intern.

BABIII
KEGIATANREVIU

Pasal4
(1) KegiatanReviudituangkan dalam PKPT.
(2) PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun

berdasarkan atas prinsip kesesuaian, keterpaduan,
menghindari tumpeng tindih, efisiensi dan efektivitas dalam

penggunaan sumberdaya pengawasan.
(3) PKPTdikoordinasikan olehAPIPprovinsi.
(4) PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan

dengan Keputusan Bupati.

BABIV
TAHAPANREVIU

Pasal5
Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 ayat (1)
dilaksanakan dengan tahapan meliputi:
a. perencanaan;
b. pelaksanaan; dan



c. pelaporan.

Pasal6

(1) Tahapan Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
dilakukan olehAPIPDaerah.

(2) Tahapan Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan pendampinganolehAPIPlainnya.

(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai
dengan permintaan kepala daerah atau sewaktu waktu jika
diperlukan.

Pasal 7
Tahapan Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan rancangan akhir
dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah
tahunan.

BagianKesatu
Perencanaan

Pasal8
(1) Perencanaan Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

huruf a, meliputi:
a. Pengumpulan informasiumum obyekReviu;
b. penentuanskalaprioritasberdasarkananalisisrisiko;
c. penyusunan ProgramKerjaReviu;dan

d. penetapantimreviu.
(2) Pengumpulan informasi umum obyek Reviu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan
pengumpulan informasi untuk memahami obyek Reviu
secara umum.

(3) Penentuan skala prioritas berdasarkan analisis risiko
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan
kegiatan untuk melakukan identifikasi dan pemetaan area
Reviuyang berisikotinggiterhadap penyimpangan.

(4) Program Kerja Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c disusun oleh Tim Reviu dan ditetapkan oleh
Inspektur.



(5) Penetapan Tim Reviusebagaimanadimaksudpada ayat (1)

huruf d dilakukan oleh Inspektur atas usulan Inspektur
Pembantu dengan memperhatikan kompetensi teknis yang
memadai.

BagianKedua
Pelaksanaan

Pasal9

(1) Pelaksanaan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf b, meliputi kegiatan penelusuran informasidan/ atau
angka, permintaan keterangan serta analisis dokumen
perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan.

(2) Pelaksanaan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan sesuai dengan langkahkerjayangtelahditentukan
dalam ProgramKerja Reviudan dapat disesuaikan dengan

kebutuhan.
(3) Pelaksanaan langkah kerja Reviu sebagaimana dimaksud

pada ayat (2)dituangkan dalam KertasKerjaReviu.

BagianKetiga

Pelaporan
Pasal10

(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c
dituangkan dalam LaporanHasilReviuyang ditandatangani

oleh Inspektur.
(2) Laporan Hasil Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memuat Catatan HasilReviu.
(3) Catatan Hasil Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

merupakan kesimpulandari hasil reviuyangmemuat:

a. Dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran
daerah tahunan yang harus diperbaiki;

b. permasalahan yang dihadapi;
c. tindakan perbaikan yang disarankan oleh APIPDaerah

dan telah ditindaklanjuti oleh penyusun dokumen
perencanaan pembangunan dan anggaran daerah

tahunan; dan/ atau



d. tindakan perbaikan yang disarankan oleh APIP Daerah

dan belum atau tidak ditindaklanjuti oleh penyusun

dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran

daerah tahunan.

(4) Laporan Hasil Reviu disampaikan kepada Bupati dengan

~AH DITELlTJKEBENAn-ANNYA tembusan Gubenur melalui Inspektur Daerah Provinsi.
KabagHukum Perundang •U~dangan

Uraian persiapan reviu, pelaksanaan reviu, dan pelaporan reviu
. )~OED.nlrus, SH·'~~antum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah':. : . ~m no TK I (IV/b} ;..1;P'
.;. ·1.~6=J.,91 323 211102121 D04k~dariPeraturan Bupati ini.

Pasal 11

BABIV
KETENTUANPENUTUP

Pasal12
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinva, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkandi Muara Sabak.
padatanggal 7.~ Ulll 2023

CB~N{I T J NGJABUNGTIMUR,

Diundangkan di MuaraSabak
~

pada tanggal 7 r:J \),'t1 2023
SEKRETARISDAERAHKABUPATENTANJUNGJABUNGTIMUR,

SAPRIL

BERITADAERAHKABUPATENTANJUNGJABUNGTIMURTAHUN2023
NOMOR.1.0
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